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KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kineria Instansi pemerintahan (LAKIp) Tahunan ini disusun

berdasarkan program kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran

dalam Tahun 2023, yang meniadi tolok ukur pencapaian program kegiatan, sasaran dan

tujuan dari Visi dan Misi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rencana Strategis

Dinas Sosial Kabupaten labuhanbatu Utara.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kineria lnstansi Pemerintahan ini merupakan wuiud

salah satu pertanggung jawaban dan juga sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi

pengambilan kebiiakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial sehingga

untuk kedepan agar lebih terarah, focus dan mencapai hasil yang maksimal sebagaimana

yang telah dirumuskan dengan sumber daya yang ada dan lebih efisien.

Kami menyadari Laporan Akutabilitas Instansi Pemerintah ini masih perlu

kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami

perlukan agar kedepan lebih baik

Selanjutnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami

ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPA HANBATU UTARA
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan Laporan

Kinerja yang mempedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kineria, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

[aporan Kineria.

Pada era informasi dan komunikasi sekarang ini yang menuntut Transparansi informasi

menghendaki pemerintah yang efisien, efektif, proaktif, demokrasi dan bertanggung .jawab,

untuk itu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara harus bekerja

berdasarkan Visi dan Misi untuk menunjang program Pemerinah Daerah yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan fangka Menengah IRPIMDJ tahun 20?1-2026 dengan

menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepal

Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah salah satu OPD yang harus

mempertanggung jawabkan kinerianya terhadap Bupati sebagaimana diatur dalam

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas

Kinerja Insansi Pemerintah (LAKIP). Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial

Kabupaten Labuhanbatu Utara berusaha meningkatkan kualitas kineria untuk dapat

mengatasi permasalahan sosial masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Kabupaten l,abuhanbatu Utara.

Dari hasil penilaian Kineria Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2023

secara umum menunjukan hasil capaian kinerja yang baik. fumlah kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun anggaran 2023

sebanyak 35 (tiga puluh limal Sub Kegiatan dengan 13 (tiga belasJ kegiatan serta 5 (lima)

program dengan alokasi dana untuk belanja Pegowai sebesar Rp.2.188.980.591,' dengan

realisasinya sebesar Rp. 2.1.47.340,751,- atau sebesar 98,10%, belanja Borang/Jasa sebesor

Rp. 3.152.422.040,- sedangkan realisasinya sebesar Rp.3.007.643.464,- atau 95,77 %, belanio

Bantuan Sosial sebesor Rp. 36.500.000,- sedangkan realisasinya Rp. 35.300.000,- otau 99,45%

dan Belanja Modol sebesar Rp. 37.134.400,- sedangkan realisasinya Rp.37.134.100,- atau

100%. Sehingga total anggaran keseluruhan Belania Dinas Sosial Kabupaten l,abuhanbatu

Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 5.425.037.031,- dengan realisasi sebesar

Rp. 5.228.4t8.6L5,- atau 96,38 o/0.
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Kami menyadari LAKIP ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal.

Oleh Karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan, lembaga pengawasan dan

penilai akunabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di

masa yang akan datang. Akhirnya kami harapkan LAKIP ini dapat memberikan masukan

berharga dan manfaat untuk peningkatan kiner.ja Dinas Sosial lGbupaten Labuhanbatu

Utara guna mewuiudkan "Good Governence" di Lingkungan Pemerintah kabupaten

Labuhanbatu Utara.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TABUHANBATU UTARA
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BAB I
PENDAHULUAN

I.1. LATARBELAKANG

Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan organisasi Perangkat Daerah

(OPD) yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 14 Tahun 20?Z

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dinas Sosial adalah unsur otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam

melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai

berikut :

1. Perumusan kebilakan dibidang Sosial

2. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Sosial

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan dibidang sosial

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang sosial

5. Penyelenggaraan koordinasi dan kerla sama kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam
pengembangan pelayanan sosial sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan

6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial

7. Pelaksanaan administrasi dinas

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Pelaksanaan Pembangunan lingkup Sosial lGbupaten Labuhanbatu Utara adalah dalam

rangka "Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Labuhanbatu Utara

berbasiskan pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal dengan tujuan

Meningkatkan Keseiahteraan Sosial Bagi Masyarakal Adapun sasaran yang dimaksud adalah

Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Keseiahteraan Sosial

[PPKS]. Sebagai acuan yang mengarahkan pembangunan tersebut sesuai dengan Rencana

Strategis (Renstra) yaitu pembangunan jangka menengah yang disusun secara priodik selama

lima tahunan sampai tahun 2026.

Komitmen untuk penyelenggaraan akuntabilitas kineria yang baik adalah diawali

dengan tersedianya perencanaan, sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana

LAKIP Diaas ,sial Kabuqtan Lobolpnbatu Ubft 2023 Pogc 5
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nisasi dalam mencapai target

emen dan seluruh anggota orga

hun 2023 disusun dengan
sEategis yang menuntun manal

n.unr"n kineda Dinas Sosial ta

a tahun-tahun sebelumnYa'
kineria Yang diinginkan' Pere

n strategis dan indicator kinerl

$KU) Yang belum' sudah
memperhatikan 

caPaian sasara

dan lndikator Kineria Utama

Sehingga diketahui

dan akan dicaPai h

kineria selaniutnya'

ingga akhir tahun 2026 dan akan meniadi fokus sasaran dan indikatorapa sala sasaran

1. Pelabat Esolon ll (Kepala Dinas)

2. Pejabat Esolon lll, terdiri dari :

a. Sekretaris

b. Bidang Perlindungan Sosial dan laminan Sosial

c. Bidang Rehabilitasi Sosial

d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

3. Pejabat Esolon IV, terdiri dari :

a. Sub bagian Umum

b. Sub bagian Program dan Keungan

Uraian Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Peiabat pada Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok, membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial dan

melakanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Sosial. Dalam melaksanakan tugas

pokok tersebut, Kepala Dinas menjalankan fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang sosial

b. Pelaksanaan kebiiakan bidang sosial

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial

d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial

LAKfr Dhrd6 $siol Ka&,4,tat lj,t,tlr,rfutu Ut,,'! 2023 Pog 6

L2. PENTELASAN UMUXI ORGANISASI

Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan Organisasi Perangkat Daerah

(OPDI yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 14 Tahun 2022

@ntang Kedudukan, Susunan Organisasi' Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Labuhanbatu utara' Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari :
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e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pelayanan teknis dan

administrative serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas. Dalam

melaksanakan tugas poko tersebut, Sekretaris menjalankan fungsinya :

a. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja kesekretariatan

b. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencan, program, kegiatan dan anggaran dinas

c. Pengelolaan data dan informasi dalam lingkup kewenangan dinas

d. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dalam lingkup kewenangan dinas

e. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas

f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas

g. Pengelolaan kepegawaian di lingkungau dinas

h. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan Tugas Pembantuan

i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat

j. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam lingkup

kewenangan dinas

k. Pengelolaan bang milik Daerah di lingkungan dinas

l. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan di lingkungan dinas

m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas dinas

n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang

menjadi lingkup tugas

o. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya

LAKP Ditps bsiol kbuqht Lab//r,nbatu Ubtu 2(n3 Pogc 7
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3. Bidang Perlindungan dan faminan Sosial

Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pelaksanaan kebiiakan teknis,

fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana

alam dan bencana sosial, jaminan sosial keluarga serta pelaksanaan norma, standar,

prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan iaminan sosial. Dalam melaksanakan

tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perlindungan dan faminan Sosial menialankan

fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi

perlindungan sosial korban bencana alam

b. Pelaksanaan kebiiakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi

perlindungan sosial korban bencana sosial

c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi

iaminan sosial keluarga

d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan

sosial

e, Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan program dan kegiatan yang

menladi lingkup tugasnya

f. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pelaksanaan kebijakan teknis,

fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak, lanjut usia,

penyandang disabilias, ftna sosial, korban perdagangan orang dan penyalahgunaan

NAPZA. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

menlalankan fungsi :

a. Pelaksanaan kebiiakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi

rehabilitasi sosial anak diluar panti dan/ atau lembaga

b. Pelaksanaan kebiiakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diluar panti dan/ atau lembaga

LAKfr Ditrs tusiol kbrqlat Lofulaabotu Ub,a ZOzj Pagc I
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c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi

rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang diluar panti dan/ atau

lembaga

d. Pelaksanaan kebiiakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi

rehabilitasi sosial lanjut usia diluar panti dan/ atau lembaga

e. Pengelolaan data pelayanan sosial Orang Dengan HIV/ AIDS (ODHA) untuk dilaporkan

kepada Pemerintah Provinsi

f. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dilaporkan

kepada Pemerintah Provinsi

g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial

h. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan program dan kegiatan yang

meniadi lingkup tugasnya

i. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya

5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Tugas Pokok: Melakanakan sebagian tugas dinas dalam pelaksanaan kebiiakan teknis,

fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial

dan penanganan fakir miskin yang meliputi identifikasi dan penguatan kapasitas,

pemberdayaan masyaraka! penyaluran bantuan stimulant dan penataan lingkungan

sosial, kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial. Dalam melaksanakan tugas

pokok tersebu! Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

menlalankan fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi

pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat

b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi

pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi

sosial

c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi

pengelolaan sumber dana bantuan sosial

LAKP Di,/dt tushl Kohtqlqt LabulE,alElu Utaft 2023 Pogc 9
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d. Pelaksanaan kebiiakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan penanganan fakir miskin pedesaan, fakir miskin perkotaan, dan fakir

miskin pesisir

e. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten

f. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria keria di bidang pemberdayaan

sosial dan penanganan fakir miskin

g. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan program dan kegiatan yang

menjadi lingkup tugasnya

h. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya

6. Sub Bagian Umum

Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam urusan ketatausahaan,

kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, penyusunan bahan kerja

sama, publikasi, dan hubungan masyarakat Dalam melaksanakan tugas pokok tersebug

Sub Bagian Umum menjalankan fungsi:

a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum

b. Pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan

c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga

d. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan

e. Membuat Sasaran Keria Pegawai (SKP) sesuai dengan kewenangannya

f.Penyiapandanpenyusunanbahankerjasamadalamlingkupkewenangandinas

g. Pengelolaan publikasi dan hubungan masyarakat

h. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan program dan kegiatan yang

meniadi lingkuP tugasnya

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperinahkan atasan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinYa

LA@ Dins fusbl ratxPlxr,. la,',r,tttutu Uto'a 2023
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,. 5,16 grglan Program dan Keuangan

Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang penyusunan rencana

kerja dan rencana kerja anggaran dan pengelolaan keuangan meliputi pembukuan,

perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan di lingkungan dinas. Dalam

melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Program menlalankan fungsi :

a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Program

b. Merumuskan penyusunan kebiiakan Standar Pelayanan Minimal ISPM)

c. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana strategis, rencana kerja,

rencana kerja tahunan dan rencana kerja anggaran

d. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerla

e. Melakanakan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyusun laporan di

lingkungan dinas

f, Meneliti dan menelaah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan anggaran kas

dalam rangka penatausahaan keuangan

g. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan,

pengeluaran dan pembukuan

h. Melakukan koordinasi dan menyusun kebiiakan laporan keuangan meliputi laporan

realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan

i. Melaksanakan akuntansi pengelolaan keuangan anggaran dinas

j. Meneliti dan menguii kelengkapan surat permintaan pembayaran dan surat

pertanggungiawaban

k. Menyiapkan dan mengadministrasikan Surat Perintah Membayar (SPMI

l. Metakukan verifikasi, meneliti dan menguli setiap dokumen/ bukti serta surat

pertanggungiawaban bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan

m.Melaksanakanpenyusunandaftarga.iidanambahanpenghasilanPegawaiNegeriSipil

n. Menghimpun dan mengolah data serta informasi dalam penatausahaan keuangan

LA@ birrrs &sial rj,turrtat Lobtlr, batu Utora 2023 Pqc 11
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o. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan program dan kegiatan yang

menjadi lingkup tugasnya

p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

TAHUN 2023
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I.3. PERMASAIIIHAN UTAMA

Secara umum ada beberapa isu strategis terkait dengan pembangunan bidang

keseiahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial seiatinya adalah segenap strategi

dan aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, maupun civil soclefl untuk

meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebiiakan dan program Pemberdayaan

Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial,

Perlindungan dan .laminan Sosial dan Penanganan Bencana.

Tuiuan utama dan pertama dari pembangunan kesejahteraan sosial adalah

penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya. Maknanya, meskipun

pembangunan kesejahteraan sosial dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas,

target utamanya adalah para Penyandang Masalah Keseiahteraan Sosial (PMI6), yakni

mereka yang termasuk kelompok kurang beruntung {disadvantaged groups) seperti keluarga

miskin, anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban

bencana alam maupun sosial.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial, antara lain:

1. Sekretariat

o Sarana dan prasarana kantor yang belum optimal

. Kurangnya kualitas SDM aparatur dinas

2. Bidang Perlindungan dan laminan Sosial

o Masalah sarana dan prasarana pelayanan sosial seperti kantor UPPKH dan Gudang

logistic

o Masalah fasilitas pendukung dalam melaksanakan pelayanan sosial kepada

masyarakat seperti kendaraan operasional, server layanan

. Masalah sosial kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana

o Masalah keterbatasan anggaran dalam penanganan korban bencana alam

3. Bidang Pemberdayaan Sosial

o Masalah sarana dan prasarana serta fasilitas sebagai alat pendukung dalam

pelaksanaan pelayanan sosial

. Kurangnya integrasi antara perangkat daerah dengan pemerintah pusat terkait

program bantuan sosial dan kurangnya koordinasi lintas sektoral dalam pelaksanaan

pelayanan kepada masyarakat
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o Masalah peningkatan kinerla pemuktahiran Data Terpadu Keseiahteraan Sosial

(DTKSJ

o Pengembangan potensi IGrang Taruna, TKSK dan Organisasi Sosial

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

o Masalah sosial penyandang disabilitas

o Masalah sosial tuna sosial dan ODCI (Orang Dengan Gangguan fiwa)
o Masalah sosial peningkatan fungsi dan peranan lembaga pelayanan dan rehabilitasi

sosial seperti pemanfaatan RPS (Rumah Perlindungan Sosial) belum maksimal karena

keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung dalam pelaksanaan pelayanan sosial

o Masalah keseiahteraan sosial lanjut usia

o Masalah kesejahteraan sosial anak terlantar dan balita terlantar

o Masalah sosial peningkatan kesejahteraan sosial anak.ialanan

Dari penjabaran permasalahan-permasalahan diatas dapat ditetapkan Isu-isu Strategis

Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut :

1. Perubahan pendekatan penanganan PMKS seperti yang diatur dalam Permensos RI No. 9

tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial yang

berorientasi pada "kualito!' pelayanan kepada 5 jenis PMKS yaitu penyandang disabilitas

terlantar, anak terlantar, lanlut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, dan korban

bencana.

2. Pemberdayaan sosial fakir miskin, keluarga miskin dan kelompok rentan sosial ekonomi

lainnya.

3. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta iaminan sosial bagi anak terlantar,

laniut usia terlantar dan penyandang disabilitas.

4. Perlindungan dan iaminan sosial terhadap pekerja migran bermasalah sosial, serta korban

bencana alam dan bencana sosial.

5. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan keseiahteraan sosial yang merupakan Potensi

dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

6. lntegrasi antar unit teknis Dinas Sosial sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan

keseiahteraan sosial bagi PMKS.

7. Pengembangan teknologi informasi dalam upaya penyediaan data dan informasi terpadu

kemiskinan dan PMKS lainnya.
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Sebagai tindak lanjut dan tanggung jawab instansi sosial maka Dinas Sosial Kabupaten

Labuhanbatu Utara menyusun Renstra Strategis 2021-2026 dengan berpedoman kepada

RP|MD Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis yang disusun merupakan penielasan dari RPIMD Kabupaten

Labuhanbatu Utara yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten

Labuhanbatu Utara serta dengan memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan

kebilakan yang akan ditempuh.

Selanjutnya Rencana Strategis akan menjadi dokumen perencanaan lima tahun kedepan

sebagai wuiud kontribusi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam mengisi

pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara khususnya pembangunan bidang

keseiahteraan sosial. Dengan demikian Rencana Strategis akan meniadi acuan/ pedoman

iajaran Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi

untuk memberikan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial.

I.4. DASAR HUKUM

Dasar penyusunan Laporan Kinerja (LKJ ini adalah dengan melaksanakan pengukuran

kinerja yang telah dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Penetapan Kinerja

Tahun 2023 yang telah disepakati. Sementara itu, landasan hukum penyusunan Laporan

Kineria Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom

Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan

Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3851);
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

PemerintahPusatdanDaerah(LembaranNegaraRepubtiklndonesiaTahun2004Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

5. peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja

lnstansi Pemerintah;

6. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 17 tahun 2009 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 5 tahun 2009 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Ker,a Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fo. Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 01 Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

9. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerla, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kineria Instansi Pemerintah.

I.5. SISTEMATIKA PELAPORAN

Proses Penyusunan LAKIP Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara

mengacu pada Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petun.iuk Teknis Per.ianiian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kineria Instansi Pemerintah.

Adapun Sistematika Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) Dinas Sosial

Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disaiikan penjelasan umum Organisasi, dengan penekanan kepada

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issuedJ yang sedang

dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan Kineria
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Bab lll

Bab IV

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perlanjian kinerja ahun yang

bersangkutan

Akuntabilitas Kiner!a

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kineria organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran stategis Organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kineria sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kineria tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi;

4. Membandingkan realisasi kineria tahun ini dengan standar nasional ffika

ada)

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkaan/penurunan

kinera serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menuniang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewuiudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja

Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

II.1. TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSI,AL

Tujuan merupakan perialanan visi dan misi perangkat daerah yang lebih spesifik dan

terukur sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah dan

dilengkapi dengan rencana yang hendak dicapai. Penetapan tuiuan Dinas Sosial pada

umumnya didasarkan beberapa faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah

penetapan visi dan misi, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti

perangkat daerah dalam hal ini Dinas Sosial telah mengetahui kelebihan untuk mencapai

tu,uan yang telah ditetapkan

Sasaran adalah peniabaran dari tuiuan secara terukur yaitu sesuatu yang

dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tuiuan tersebut diharapkan dapat

dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

2023
1 Program

sosial{Ps(s)

% 55 60 65 75 1S

PM(5

100 1 100 1 00 I00 100

Sosial

15 l8 22 30 35 35

Sosial

70 72 75 75 80

I

lJ0

% 100 100 100 100 I
I

I

100 100
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I

Sosial

1 00 1 100 I00 1 00 100

II.2. RENCANA KINERIA TAHUN 2023

Adapun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023

dilakukan dengan membandingkan Rancancangan Awal RKPD dengan hasil analisa

kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara, sesuai dengan tabel dibawah ini:

umlah
3,274.153.795

20.073.500

3.447 -800

4.657.300

4.227.300

3.729.300

2.680,540.907

2.527 .749 .519

747.097.488

5.6s3.900

27.300.000

27.300.000

257.249.200

8-040.000

51879.200

13.050.000

20.000.000

.8001_6

No Proqram/Keqiatan lndikator Kinerja

I Program Penuniang Ulusan Pemerlntahan
Daerah l(abupaten/(ota

Jumlah kegiatan penunjarg
pemedntah DInas Soslal
Tersedlanya Dokumen Perencanaao,
petrganggaran dao evaluasl Xlrlerra
PemDdrat daerah

Per€ncanaan, Pengaogaran dan Evaluad Klnerra
PeraDgkat Daerah

Iurnlah Dokumen RI(A-SKPD dan Laporan Hasll
Koordinasi Penwsunan Dokumen RKA-SKPD

1 Koordinasidan Penyusunan DokumenRr.A - SKI')D

lumiah Dokumen Perubahan RfG-SKPD dan
Laporan Hasll Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubalian
RXA - SKPD

,umlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penwsunan Dokumen DPA-SKPD

Xoordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD

4 Koordinasidan Penyusunan Perubalan DPA - SKPD ,umlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dzn
Laporan Hasil Koordlnasi Penlrusunan
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

lumlah Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kineia SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan Capairn
Kineria dan lkhtisar Realisasi (lnerja SKPD

5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kineda SKPD

B Admlntstrasi KeuaDgan Perangkat Daerah ,umlah ASt{ yang menedEra dan
mel.aksankatr keglatah AdmlDlsu'asi
keuangan Perangkat deerah

1 Penyediaan Gaii dan Tunjargan lumlah Orang )'ang Mercrima caji dan
Tuniangan ASN l|]mlai Dokumen Hasil
Penyediaan Admihlstrasi Pelakanaan Tugas
ASN

,umlah Dokumen Hasil Penyediaan
Admi nistrasi Pelaksanaan Tugas ASN

2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi
Keuangan SKPD

,umlah Dokumen Penateusahaan
Peneuiian/Verifi kasi Keuansan SKPD

dan3 Koordinasl dan PenJrusunan Laporan Kelrngan Akhir
Tahun SKPD

JuElah penlnglQtar sarana dan prasarana
serta fasilltas penun ang penlDgkatan
kemampuan SDM uDtuk pegawal Peraogkat
Daerah

Adminlsh€si Kepegawalan Pemogkat DaeI?hc

Iumlah Paket Pakaian Dinas b€serta AHbut
(elengkapan

I Dinas B€serta AtirbutPengadaan Pakaian

Kelengkapann}?

daerah

pmlah peralatan dan perteogkapan k ntor
yahS terceda pada pemngl€t daemh uDtuk

D AdBlnlstrasl Umurn Perangkat Daenh

lumlah Faket
Listrik/Penerangan
Disedlakan

Komponen Instalasi
Bangunan Rantor yang

Penyediaan (omponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

I

dan PerlenglcpanJunrlah Paket Peralatan
xantor yaog Disediakan

2 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor

prnlah rali& earang cetakan dan PenSSandaan

Disediakan
3 nenyediiin sa rang Cetakan dan PenSSandaan

h Dokumen Bahan Eacaan dan Peraturan4 n Bahao Bacaan den Peraturan Perunda
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152.280.000

152.7 42.190

77.754.370

76.518.000

142.248,OOO

__=---l
102.428_000

23.500.000

16.320.000

715.030.690

715.030 .690

220.491.990

494.134.700

67.787.400

30.o39200
I

203.799.800

112.7a7.690

772.7 17 .690

(rO2.2 96.400

602.296.400

- ." - .'-nsr;s.oool,

306.694.2 00

37.200

5 Penyelenggaraan
SKPD

Rapat Koordinasj dan Konsultasi

E Pe{yedlaan ,asa
DaeEh

Penuniang Urusan Pemerlntahan

Penyediaa h lasa SuratMenyurat

penyedi
ukung

rah

lumlah laporan aan sarana,prasarana dan faslltas uDtuk mend
umum p€merintah dae1

2

3

1

(endaaaan p€rorangan Dinas atau

Penyediaan l
dan Pajak
Kendaraan Di

Penyediaan Jasa pela}?nan Umum Xantor

asa Pemeliharaa[ Biaya Pemelihar.aan,

batan

Pehyediaan lasa Kom
Listrik

unikasi, Sumber Daya Air dan

el iharaan tsara Mitikng Daerah ngPenunia
Urusan Pemedntahr]l hDaeta

Pe diaanny€ Jas emelihai'a melihBiala
danak P€rizinanPaj Kendal'aan Di na1Opera

ndaEan Perorangan Dlnas
Dinas labatan yaDg Dtpelihara dah

Surat
t!4

Iumlah (e
Kendaraan
di

n Penyediaan Jasa

Iumlah barang Inlltk
uDtuk menldriang
daerah

daerah yang dtpelihara
urusan pemedntah

,umlah Lapora

2
ml h Xelu Di alOperasi

La D dnga ya di nng ipelihara bayar Paj
d rizi

3 Pemeliharaan PeralaaJdanMesin Lainnya dan Mesin Lainnya yang
DJ lihara
lumlah Peralatan

II Program Pemberdayaan Sosial Reallsasi pengembangan lemampuah dan
pemberdayaan SDM Potensi Sumber

ahteraan Soslal (PSKS
Pengembantan Potensl Sumber Keserahteraan
Soslal Daerah Soslal

Persentase kemampuan Potensl Sumber

1

ta

Kemampuan Potensi Tenaga
Sosial Recahatan Kewenagan

Peningkatan
Keseiafteraan

,urdah Tenaga Kesejahteraan Sosial XecjmaEn
Xew€nangan Xabupaten/Kota yang Meningkat
Kapasitasnya Kewenanqan KablDaten/Kota

2 Peningkatan Kemampuan Potensi
Keseiahteraan Sosial Kelehbagaan
Kewenangan (abupaten/Kota

sumher
Masyarakat

Jun ah l€mbaga Keseiahteraan Sosial }?ng
Meningkat l6paslfasnya Kewenangn
Nabupaten/Kota

Program Rehabllitasl Soslal

Persentase pelayanao rehabllltasl
kepada penyandeng dlsebllltas,
te antar, latrrut usia, gela[alangan
Dengemls di luar paDd sos.lal

soslal
anak
dan

Rehabllltas{ Soclal Dasar Penyandang Dlsabllttas
Tedantar, Anak Te antar, Lanrut Usia Terlantar,
sefta Gelandangan Pengemis di Luar Pantl

Kotan r.a

lumlah orahg yang Mendapatkan AIat Bantu
dan Alat Bantu PeraSa Sesuai kebutuhan

1 Penyediaan Alat Bantu

Jumlah Peserra Bimbingan sosial
Keluarga Penyandang Dlsabilitas Terlantar,

Anak Terlantar, Laniut lJsia Terlantar, serta

Gelandangan Pengemis dan Masf.rakat

kepada

KotanKa

2 Pemberian Eimbingan Sosial

Penyandang Disattil[as terla[tar, Anak terlantar,
l,aniut Usia terlanta, serta Celandangan Pengemis dan

Masyaralat

kepada Keluarga

Datah laFnaumla MendapatkanOrang ngyaI
Kadan Pen

I,emberian Layanan Data dan Pengaduan3

Petsent se Pelayabalr rehabilltast sostal
masalah keselahte raannyandangpekepada

IvHbukan korbanIalsoslal nnya(PMKS)
soslalN PZA dtdanlDs

Keselahteraatr Sostat (PMKS) t-alnT ya Bukan

Korbao HIV/AIDS dan NAEZA

MasalahRehabllltasl Sosial PenyandangB

Krdi erjailHast)humlaI
daKemitradaLemntar bagaSa

alSosilitasiRehabiksaPela
Kota(a

Kerjasama antar
Pelaksanaan Reha

Lembaga dan

bilitasi Sosial Ka

Kemitraan dalam

bupaten/Kota
1

Petsentase

Miskin DaerahCakupan
Pendataan

lv

Iakir
1

'2

3

Xe aerahL)Ca kupaMishnaklrfDatalaanPengelo

KeseISosiaIitasi[asi

PM(9 Yang me ndapatkan

dan iaminan sosial
sosialdanlaminadProgram Perlindungan

DaerahMiskln cakuP"n
Pengelolaan Data Fakir

!umlah Xota
MendaPatkan

lakir Miskin Kabu
Xeluarga Yanq

umlah
Manfaat

LAlfr Ditlls gsiol Kabu4rqt LobdPnbalu Utl,'! 2023

P"* N

taporan Rapal

59.069.820

i

I

I

,asa

Iasa'l

I

I

I

I

I Persentase PMIS vang ftendapatkan I 408.344.090

I pelayanan rehabilttasi kesejahteraan sosial ]

I dan yang memperoleh bantuan iollal I

295.626.400

I

I

I

Mislan

I

I

I

I

I
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Mendapatkan BantuaD Sosial Keseiahteraen
Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Program Penanganan Eencana Pe6entase korban benaana
labupaten yang mendapatkan
sosl.l kebrrtuh.n d*ar

skala
unt Jn

Perllndungan Sosial Kortao Betrcaoa Alam daD
Sostal lkbupatetr/Kota

Jumlah oraDg yanS meDdepotkan
bencana alam dan sosial pada masa
darurat dan pasca benaana

t""rsjn

1

B Penlclenggaraan PemterdayaaD
Terhadap Keslapslagaao
Xabupaten/Kota

P€ny€diaan Mal(anan

Masyarakat
Bencana

lurnlah Orang ,"ng Mendapatkan Permakanln

keslaFiagaan benaana d daerah

1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelal6anaan Taruna siaga
Bencana

lumlah Orang fanS Meleksanalcn Koordinifi.
Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siata
Eencana kewenangan Xabupaten/Kota

643.880.s90

240.720.490

240.720.490

443.160.100

443.t60.100

II.3. PERJANJIAN KINERJA

1. Pengertian

Perianiian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instasi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja. Melalui perjaniian kinerla,

terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara ,"n"]r,r" dan pemberi

amanah atas kineria terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber

daya yang tersedia. Kineria yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas

kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kineria (outcome) yang seharusnya terwujud

akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerla yang diperjanjikan

iuga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga

terwuiud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

2 Tuiuan Penyusunan Perianiian Kineria

r Sebagai wuiud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kineria Aparatur

. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kineria aparatur

o Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tuiuan dan sasaran

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi

r Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah

. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
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3 Uraian Ringkasan/Ikhtisar Perianiian Kineria

Perianiian Kineria Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun Angaran 2023

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINER.IA TARGET

1

Persentase ketersediaan sarana dan
prasarana penuniang kinerja
perangkat daerah

7000/0

z Meningkatkan penanganan
pemebrdayaan,rehabilitasi,
perlindungan sosial bagi penyandang

masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

serta penguatan potensi sumber
kesejahteraan sosial (PsKs)

7Ao/,

Persentase kelembagaan sosial yang

diberdayakan
600/o

Persentase PMKS yang memperoleh
bantuan sosial untuk pemenuhan

kebutuhan dasar

72%

Persentase korban

menerima bantuan
tanggap darurat

bencana yang

sosial selama L00%

No Program

1 Program Penuniang Urusan Pemerintahan

Daerah KabuPaten/Kota

2 Program PemberdaYaan Sosial

3 Program Rehabititasi Sosial

4 Program Perlindungan dan laminan Sosial

5 Program Penanganan Bencana

Anggaran

Rp. 3.289.319.117

Rp. 642.628.484

Rp. 418.605.438

Rp. 535.548.400

Rp. 638.898.588

Keterangan

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

Penuniang

Pemerintah

a Program Penuniang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah persentase

ketersediaan sarana dan prasarana penuniang kineria pemerintah daerah, terdiri dari

perencanaan, penganggaran

keuangan Perangkat daerah,

Umum Perangkat Daerah' Pengadaan

Pemerintah Daerah, PenYdediaan lasa

dan evaluasi kineria perangkat daerah' Administrasi

Administrasi Kepegawaian Perang)<at Daerah' Administrasi

Barang Milik

Penuniang

Daerah Urusan

Daerah,

LA<S Dtlr.s b.iol b*lqutr l,/tb.rtr1ntutu Urafi 2023
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Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penuniang Urusan Pemerintahan Daerah dengan

target 100%.

Pengembangan Kemampuan dan pemberdayaan SDM Potensi sumber kesejahteraan

sosial (PSKS) dengan target 600/o dengan sasaran 8 Orang Tenaga Keseiahteraan Sosial

Kecamatan dan 1 lembaga dengan jumlah pengurus dan anggota sebanyak 80 orang

PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi keseiahteraan sosial dan yang

memperoleh bantuan sosial dan memperoleh bantuan sosial dengan target 18olo terdiri

dari jumlah penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan

pengemis di luar panti yang mendapat alat bantu sebanyak 17 orang dan yang

menerima permakanan 49 oran& fumlah keluarga penyandang disabilitas, anak

terlantar, lanjut usia serta gelandangan pengemis yang mendapa&an bimbingan sosial

sebanyak 76 Orang Laniut Usia terlantar yang mendapatlan reunifikasi 1 orang dan

laniut usia yang diantarkan ke panti 1 orang, fumlah PMKS lainnya bukan korban

HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti yang mendapatkan layanan data dan pengaduan

sebanyak 22 orang,lumlah PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar

panti yang mendapatkan bimbingan 21 Orang, Jumlah PMKS yang mendapatlan

layanan keriasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial

sebanyak 2 Orang dan jumlah mayat tanpa identitas yang dikebumikan 1 orang.

PMKS yang mendapatkan perlindungan dan dan jaminan sosial dengan target 7Zo/o

terdiri dari 17.966 f iwa penerima pBI lK (penerima Bantuan Iuran faminan KesehatanJ,

18,285 KK penerima BPNT (Bantuan pangan Non Tunai) dan 71.s27 KKpenerima pKH

fProgram Keluarga Harapan)

Korban bencana skala kabupaten yang mendapatkan bantuan sosial kebutuhan dasar
dengan target 100% terdiri dari jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya sebanyak 416 keluarga.

c.

e

d

Perjanjian Kinerja tahun 2023 ini tidak lepas dengan Indikator Kinerja Utama untuk tahun
2023 dengan Tuiuan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat dan Meningkatnya
akuntabilitas Kinerra pemerintah, sasaran Meningkatnya penanganan, pemberdayaan,
Rehabilitasi, Perlindungan dan faminan sosiar bagi penyandang masarah kesejahteraan sosiar
[PMKS) serta penguatan potensi sumber keseiahteraan sosial (pSKS) dan optimalisasi sarana

LAKP Ams *sial lnbutt n Lo&il,Ir.t'.itu t^oft ZOZ3
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dan prasarana penuniang kineria perangkat daerah, terdiri dari 6 (enam) program antara

lain:

1. Program Pemberdayaan Sosial, indikator program Persentase Kelembagaan Sosial yang

diberdayakan dengan target 60026

2. Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan, indikator program

Persentase PMKS yang tertangani dengan target 1000/0, aka tetapi untuk tahun 2023 ini

program dan kegiatan ditiadakan

3. Program Rehabilitasi Sosial, indikator program Persentase PMI$ yang memperoleh

bantuan sosial dengan target 18%

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, indikator program Persentase PMKS yang

memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

5. Program Penanganan Bencana, indikator program Persentase korban bencana yang

menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dengan target 100%o

6. Program Penuniang Urusan Pemerintah daerah Katrupaten/Kota, indikator program

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kineria perangkat daerah.

UKI? 6itas Sosial Kabuqtcn Labulonbatu Ut,,ft 2023 Pagc 24
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kineria organisasi akan menentukan pola distribusi kinerja pegawai yang

digunakan sebagai pertimbangan bagi pimpinan dalam menentukan predikat kinerja

pegawai dibawahnya. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten

Labuhanbatu Utara tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target

pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjaniian kinerla Dinas

Sosial Tahun 2023 dengan realisasinya. Uraian Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten

Labuhanbatu Utara tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut :

t. Perbandingan antara target kineria dan realisasi kineria tahun 2023

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerla dari sasaran strategis Dinas Sosial
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 dijabarkan pada tabel III.A.1 dibawah ini:

No Sasaran Strategis

60o/o 60o/o L00o/o

Dokumen

Kantor

Persentase

Kelembagaan Sosial

yang diberdayakan

93.390k

Dokumen

Kant!r

Persentase PMKS

yang memperoleh

bantuan sosial

l8o/o l6.Blo/o

Dokumen

Kantor

Persentase PMKS

yang memperoleh

bantuan sosial unhrk

pemenuhan

kebutuhan dasar

7 2o/o 55.450A 77.O3o/o

Persentase korban

bencana yang

menerima bantuan

sosial selama

tanggap darurat

),000/o 100% 1000/6

Dokumen

Kantor

1 Meningkatnya Penanganan,

Pemberdayaan,

Rehabilitasi, Perlindungan

dan laminan sosial bagi

penyandang masalah

keseiahteraan sosial

(PMKS) serta penguatan

pot€nsi sumber

kesejahteraan sosial (PSKS)
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perbandingan antara realisasi kineria serta capaian kineria tahun ini dengan

tahun lalu dan tahun sebelumnYa

Perbandinpn capaian target dan realisasi kineria pada tahun 2023 dengan 2022 dapat

diuraikan pada tabel lll A'2 sebagai berikut :

Dokumen

Kantor

100o/o

PeIsentase

ketersediaan sarana

dan Prasarana

penun,ang kinerja

perangkatdaerah

prasarana Penun;ang

kinerja Peranglrat daerah

Optimalisasi sarana dan
2

Tahun 2023Tahun

2022
oy'o

CapaianRealisasi

lndikator kineria
No Sasaran Strategis

600/o 60o/o55o/o

3.17o/o 16.81o/o

1000/o

93.39o/o

Persentase

Kelembagaan Sosial

yang diberdaYakan

Persentase PMKS

yang memperoleh

bantuan sosial

Persentase PMKS

yang memperoleh

bantuan sosial

untuk pemenuhan

kebuurhan dasar

53.920/o 7 20k 55.460/o 77.O3o/o

1 Meningkatnya Penangaoan,

Pemberdayaan, Rehabilitasi,

Perlindungan dan Jaminan

sosial bagr penyandang

masalah kesejahteraan

sosial IPMKSJ serta

penguatan potensi sumber

keseiahteraan sosial (PSKS)

Persentase korban

bencana yang

menerima bantuan

sosial selama

tanggap darurat

l00o/o L00o/o 700o/o !00o/a

2 Optimalisasi sarana dan

prasarana Penunjang kinerja

perangkat daerah

Persentase

ketersediaan sarana

dan prasamna

penunjang kineria

perangkat daerah

91.850/o L00o/o 97.430/o
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IlI. Perbandingan Realisasi Kineria Tahun 2O23 dengan Target fangka Menengah

dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan target Iangka menengah dalam

Dokumen perencanaan strategis Organisasi dapat diuraikan dalam tabel III.A.3 dibawah

rnt:

Tingkat

Kemajuan

B 0olo

48.030h

59.330/o

10 0olo

97 .43o/o

Target

Akhir

Rencana

Strategis

Tahun

2026

Realisasi

Ki nerja

Tahun

2023

Indikator KinerjaNo Sasa ran Strategis

600/o

Persentase Kelembagaan

Sosial yang

diberdayakan

Persentase PMKS yang

memperoleh bantuan

sosial

Persentase PMKS yang

memperoleh bantuan

sosial untuk pemenuhan

kebutuhan dasar

16.B1o/o

55.460/0

35o/o

80o/o

1 Meningkatnya Penanganan,

Pemberdayaan, Rehabilitasi,

Perlindungan dan laminan

sosial bagi penyandang

masalah kesejahteraan sosial

(PMKS) serta penguatan

potensi sumber

kesejahteraan sosial (PSKS)

100%

Persentase korban

bencana yang menerima

bantuan sosial selama

tanggap darurat

2 Optimalisasi sarana dan

prasarana Penunjang kineria

perangkatdaerah

Persentase ketersediaan

sdarana dan prasarana

penunjang kinerja

perangkat daerah

lO0o/o
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Untuk Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional tidak ada.
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V. Analisis Penyebab Keberhasilan

SasaranstrategisDinassosialKabupatenLabuhanbatuUtaraberdasarkandokumen

renstraDinassosialKabupatenLabuhanbatu|Jtara202I-2o26adalahKapasitasDaerah

dalam Meningkatkan Penanganan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan dan

IaminanSosialbagiPenyandangMasalahKese}ahteraanSosiat(PMKSJSertaPenguatan

Potensi Sumber Keseiahteraan Sosial (PSKSJ dan Optimalisasi sarana dan prasarana

Penuniang kineria perang!<at daerah. Penyebab keberhasilan dan Kegagalan serta solusi

yang akan dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat pada tabel

lll.A.5 dibawah ini :

oh

Capaian

Analisis

Keberhasilan

/Kegagalan

Berhasilnya

Program ini

disebabkan

tersedianya

Sumber Daya

Manusia yang

terdapat pada

Lembaga dan

Perangkat

Daerah

Tersedianya

Anggaran dan

Sumber Daya

Manusia pada

Dinas Sosial

Kabupaten

Labuhanbaur

Anggaran

Belanja yang

terbatas baik

Solusi i

yang
I

dilakukan j

Perlunya

Verifikasi

dan

100o/o

77 030/o

Utara

APBN n Val

D

idasl

b agl

Pogc 28

Target Realisasi
No

Sasaran Strategis
Indikator

Kinerja

Persentase

Kelembagaan

Sosial yang

diberdayakan

60o/o 60o/o

Persentase

PMKS yang

memperoleh

bantuan

sosial

l8o/o

1 Meningkatnya

Penanganan,

Pemberdayaan,

Rehabilitasi,

Perlindungan dan

Iaminan sosial

bagi penyandang

masalah

kesejahteraan

sosial (PMKS)

serta penguatan

potensi sumber

kese.iahteraa n

sosial (PSKS)

Persentase

PMKS yang

memperoleh

bantuan

sosial untuk

7 2o/o 55.45o/o

LAKP Di'ps Soshl k&Ftca tatulr/tuotu Uhtu ZO23
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pemenuhan

kebuurhan

dasar

Persentase

kortran

bencana yang

menerima

bantuan

sosial selama

tanggap

darurat

100% 7004/o

Optimalisasi

sarana dan

prasaraDa

Penuniang kinerja

perangkatdaerah

Persentase

ketersediaa n

sarana dan

prasarana

penuniang

kineria

perangkat

daerah

100o/o 97.43o/o

Penelima

100% Terpenuhinya

97 .43o/o Tersedianya

] Anglaran dan

SDM pada

Kabupaten

Labuhanbatu

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kineria maka diperlukan
sumber daya yaitu sumber daya manusia, sumber daya pembiayaan serta sarana dan
prasarana. Dalam penggunaan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu utara
melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam
Dokumen Anggaran pelaksanaan Tahun 2023 dan disesuaikan dengan kebutuhan.
Efisiensi dalam bidang sarana dan prasarana yaitu penggunaan sarana dan prasarana
yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan fungsi dankebutuhan Adapun Tingkat Efisiensi program perencanaan Dinas Sosial dapat drihatpada tabel I.4.6 dibawah ini:

tuananb

te

sasat'an,

sos

leb

ala

ih

ga

pat

I

bantuan

aglbialsos

korban

nancabe

nas SosialD

Uta ra

VI
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Indikator Kineria

Utama
Satuan

Kinerja Tahun 2023
Persentase

Capaien
Anggaran Tahun 2023

Persentase

Realisasi

Anggaran

terhadap

Pagu DPA

Target

[Renstr-a)
Capaian o/o Pagu DPA

Realisasi

(Rp.)

o

Persentase

Kelembagaan Sosial

yang diberdayakan

o/o 600 600/o 100 642.624.444 636.O22.944 98.97

PeNentase PMKS

yang memperoleh

bantuan sosial

o/o 7ao/o 16.41o/o 93.39 393.159.188 334,317.7 42 85.03

Persentase PMXS

yang memperoleh

bantuan sosial

untuk pemenuhan

kebutuhan dasar

o/o 7 Zo/a 55.460k 77.03 52e.585.400 502.979.044 94.98

Persentase korban

bencana yang

menerima bantuan

sosial selama masa

tanggap darurat

%

|\l

1,0Oo/o 1000/o 100

97 .43

595.538.588 57 4.785.4a4

3.180.313.39

?

96.51

tOOo/o 3.264.725.367 97.43

ML Analisis Program/Kegiatan yang menuniang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kineria

Program penuniang sasaran strategis Dinas Sosial kabupaten labuhanbatu utara tahun
2023 adalah program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan keseiahteraan sosial
bagi masyarakat yang terdiri atas 5 (limal program, yaitu :

1. Program Pemberdayaan Sosial

2. Program Rehabilitasi Sosial

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4- Program Penanganan Bencana

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota

LAKP Di.es s.siol Kotu''lca Labutvnbat! Utara 2023 Page 3O
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AdaPun Analisi Prgram/Kegiatan Yang menunla ng keberhasilan ataupun kegagalan

pencapa ian PernYataan 
kineria daPat dil ihat Pada tabel. ttt.e.Z dibawah ini:

Analisis
/Tidak

Menuniang

Capaian

%Progrem/

Kegiatan
Capaian

0/6
Indikator

KinerjaNo
Sasaran

Srategls

Sumber Ilaya

Manusia Yang

terdapat Pada

Lembaga dan

I Perangkat

Menuniang

Daemh

Tersediaoya
60

pengembanB

kemamPuan

dan

pemberdayaa

n SDM

Proglam

PemberdaYaaD

Soaial

60
Persentase

Kelembagaan

Sosial Yang

Diberdayakan

Tersedian,"

Anggaran dan

Sumber DaYa

Manusia Pada

Dinas Sosial

Kabupaten

labuhanbatu

[rtara

Menuniang
Persentase

PMKS Yang

mendapalkan

pelayananan

rehabilitasi

keseiahteraa

n sosial dan

yang

memperoleh

bantuan

sosial

16.81Persentase

PMKS Yang

memperoleh

bantuansosial

Persentase

PM(S yang

memperoleh

bantuan sosial

untuk

perienuhan

kebutuhan

dasar

Program

Rehat ilitasi

Sosial

Program

Perlindungan

dan Jaminan

Sosial

Persentase

PMKS yang

mendapatkan

perlindun8an

dan jaminan

sosial

16.81

55.46 Perlunya

verifiIesi dan

Validasi Data

bagi Penerima

banhlan

sosial agar

leblh tepat

sasaran,

MenunjanB

Penanganan'

P€mberdayaan

. R€habilitasi'

Perlindungan

dan laminan

sosial bag

penyandang

masalah

k€seiaht€raan

sosial (PMKS)

s€rta

penguatan

potensi

keseiahteraan

sosial (PSK'

1

Persentase

korban

bencana yang

menerima

bantuah sosial

selama masa

tanggap

100 Progrem

Penanganan

Bencana

Persentase

korban

bencana

skala

kabupaten

yang

mendapatkan

bantuan

100 Menunjang Terpenulinya

bantuan

sosial bagi

korban

bencana
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optimalisasi

sarana dan

prasarana

penunjang

kineia

perangkat

daeralr

2 Persentase

ketersediaan

sarana dan

paasaErna

penuniang

kineda

p€rangkat

daerah

darurat

97.43

Progrem

Penunjang

Urusan

Pemerintahan

Daeral

Kabupaten/

Kota

sosial

kebutuhan

dasar

,urnlah

kegiatar,

penunjang

urusan

pemerintah

DinasSosial

100 Tersedianya

Anggaran dan

SDM pada

Dims Sosial

Kabupaten

Labuhanbatu

Utara

Menunl

B. REALISASIANGGARAN

Untuk melaksanakan Visi dan Misi yang diemban sebagaimana yang telah tercantum

dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berkaitan dengan tugas

pokok dan fungsi serta Rencana Strategis (Renstral Dinsas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Utara diperlukan dukungan anggaran rutin dan pembangunan.

Dalam tahun anggaran 2023 Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara memperoleh

dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara semula

sebesar Rp. 5.525.037.037 setelah perubahan menjadi Rp. 5.425.037.O31 terealisasi

sebesar ftp. 5.228.478.675 atau 96,380/o, sesuai dengan tabel Laporan Realisasi Anggaran

(LRA) Tahun An ggaran 2023 dibawah ini :

Kode Rekening IIRAIAN ANGGARATI
REALISASI

20?,3
9b

2023
REALISASI

2022

1 2 4 s=(4/3)
1100 6

5

5.1

BELANIA DAERAH s.425.037,031

5.387.902.631

5.228.418,615 96,3a

96,3 5

s.319.427 .232

s.269.17 5.232BET-ANJA OPERASI s.191.2A4.275

5.1.01 B€lania Pegawai 2.188.980.591 2.147 .340 .7 57 98,10 2.241 .027 .169

s.1.01.01 Belania Caji danTunjangan ASN 7.202.47 6.47 0 1.r81.828.104 98,28 7.262.897.851

s.1.01.01.01 Belania Gaji PokokASN 829.551.980 815.542.780 98,31 881.270.080

s.r.01.01.01.0001

5.1.01.01.02

Belanja Caji Pokok PNS

Belania Tunjangan Xeluarga ASN

829.551.980

99.557.+47

815.542.780 98,31

98,33

881.270.080

97 _497.4.64

5.1.01.01.02.0001 tselanja Tunjangan Keluarga PNS 99.557.447 97.A97.4.64 98,33 106.640.274

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN r24.950.000 94,25 128.190.000

5.1.O1.01.03.0001 Belanja Tunjangan labatan PNS 727.1a7.250 124.950.000 98,25 128.190.000

5.r.01.01.05
Belanja Tunjangan Fungsional
Unlum ASN

77.ta3.750 16.905.000 98,38 20.590.000
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5_1.01.01.05.0001
Belania Tuniangan FunSsional
umum PNS

17.183.750 16.905.000 98,38 20.590.000

5.1.01.01.06 Belania Tuniangan Beras ASN s7.754.950 s6_777.280 98,31 63.861.834

5.1.01.01.06.0001 Belania Tunjangan Beras PNS 57.754.930 56_77 7.24O 98,31 63.861.834

s.1.01.01.07
Belanja Tuniangan
PPh/Tunjangan Rhusus ASN

2.537.655 2.524.412 99,48 2.598.320

5.1.01.01.07.0001
Belania Tunianpn
PPh/Tunlangan Khusus PNS

2.537.655 2.524.472 99,44 2.598.320

5.1.01.01.08 Belania Pembulatan Caii ASN 74.49\ 93,59 10.920

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulasan Caji PNS 14.491 73_562 93,59 10.920

5101 0r 09
B€lanja Iuran Jaminan Resehatan
ASN

51.886.067 60.542_754

5.1.01.01.09.0001
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan
PNS

61.886.067 60.542.754 97,43 59.736.423

5.1.01.01.10
Belanla luran
Kecelakaan Reria ASN

laminan L.702.309 7.668.687 94,02 0.00

5.1.01.01.10.O001
Belanja luran
KeceblGan Kerja PNS

laminan 1.702.309 1.66A.687 94,02 0,00

5.1.01.01.11
Belanja luran Jaminan Kematian
ASN

5.006.105 98,02 0,00

5.1.01.01.11.0001
Belanja luran ,aminan Xematian
PNS

5.106.971 5.006.105 0,00

5.1.01.02
Belanja Tambahan Penghasilan
ASN

916.423.721 895.432_647 914.169.3fi

5.1.01.02.01
Tembahan Penghasilan
berdasarkan Beban Keria ASN

916.423.721 495.432.647 97,71 914.169.318

5.1.01.02.01.0001
Tambahan l,englasilan
berdasarhn Beban Kerja PNS

Tambalan Penghasilan
b€rdasarkan Pertimbangan
Obiekdf tainnya ASN

916.423.721 895_432.647

70.080.000

97,71 914.169.318

63.960.0005.1.01.03 100,00

s.1.01.03.07 Belanja Honorarium 53.280.000 53.280.000 100,00 63.960.000

5.1.01.03.07.0001
Belanja Honorarium
Penanggungiawabah Pengelola
Keuangan

53.280.000 s3.280.000 100,00

5.1.01.03.08 Belanja,asa Penselolaan BMt) 16.800.000 0,00

5.1.01.03.08.0002

5.1.02

Belanja ,asa Pengelolaah BMD
yang Tidak Menghasilkan
Pe.dapaEn

Belanja BarangdanJasa

16.800.000 16.800.000

3.007 .643.464 95,11

0,00

3.762.422.040 2.234344.06-)

5.1_02.01 Belanja Barang 625.015.600 597.588.000 95,61 363_371.500

5.1.02.01.01 625.015.600 597.588.000 95,61 363.371.500

5.1.02.01.01.0002 B€lanja BahaD-Bahan Ximia 1.170.000 1.170.000 r00,00 0,00

5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahanlsi Tabung Gas 800.000 100,00 0,00

s.1.02.01.o1.0022
Belania Suku Cadang-Persediaan
dari Belania Bantuan Sosial

0 0,00 0,00 43.000.000

5.1.02.01.01.0024

5.1.02.01.01.0026

Belania Alat/Balan untul
Kegiatan Xantor-Alat Tulis
Kantor
Belanja Alat/Bahan lntuk
Kesiatan Kantor- Eahan Cetak

45.750.100 4+.263.900 96,73 37.3S2.900

53.950.000 49_9?2_SOO 92,63 53.462.600

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiabn Kantor-8enda Pos

2.400.000 2.400.000 100,00 2.220.OOO

5.1.02.01.01.0029
Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Xanlor-Bahan
(omputer

12.800.000 12.519.500 97,41 6.704.700

5.1.02.01.01.0031
Beianja Alat/Bahan untuk
Kegiatan I(antor-Alat Listrik 9.875.000 9.875.000 100,00 8.99s.000

5.1.02.01.01.0036
Betanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Xantor-Alat/8ahan
untuk Kegiatan Xantor [^ainnya

21.955.000 21.915.600 99,43

5.1.02.01.01.0037 Belanja 0bat-0batan{)bat 0 0,00 0,00 2.000.000
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s.1.02.01.01.0038
Belanja Obat4batan-Otat-
Obatan Lainnva

3.000.000 3.000.000,00 100,00

5.1.02.01.01.0039

aelanja Persediaan unnrk
DiJuaI/Disera}Ilen-Persedtaan
untuk Dilual/Diserahkan kePada

Masyarakat

64.335.000 53.925.000 43,42 42.531.000

5.1.02.01.01.0052
Belanja Makanan dan Minuman 162.970.500 162.945.500 99,94 s7.773.000

5.1.02.01.01.0057
Belania Mal€nan den Minuman
pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Sosial

'r0 000.000 10.000.000 100,00 29.908.000

5.1.02.01.01.00s8
B€lanja Mali?nan dan Minuman
Akivitas Lapangan

51.600.000 az,1s 52.6i1.000

5.1.02.01.01.0063
Belanja PaLalan Dinas Harian

IPDH)
52.550.000 52.650.000 100,00 24.600.000

s.1.02.01.01.0064
Belanja Pakaian Dinas lapangan
{PDL)

82.750.000 82.750.000 100,00 0,00

5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 37.800.000 37.800.000 100,00 0,00

5.1.02_02 Belanja lasa 1..572.395 .440 1 .494.443 .699 95,05 1.167.790.157

5.1.02.02.01 Belanja lasaKantor i.4s3.158.000 73AO_927.917 95,03 1.708.672.091

5.1.02.02.01.0003
Honorarium Narasumber atau
Pembahas, Moderator, Pembar^e
Acard" dan Panltia
Honoradum Pen lrluhan atau
Pendampl nqan

46.300.000

171.600.000

34.500.000

152.400.000

74,57

88,81

19.100.000

0,005.1.02.02.01.0006

5.1.02.02.01.0014 Bel anja ,asa Tenaga Kesehatan 16.500.000 100.00 16.500.000

5.7.02.02.01.0079
Belanja ,asa Tenaga Penanganan

375.000.000 373.000.000 99.47 262.700.000

5.1.02.02.01.0020
Belanja lasa l edaga Penanganen
Sosial

123.600.000 123.600.000 100,00 243.800.000

5.1.02.02.01.0025

5.1.02.02.01.0026

Belanja Jasa lenaga K€senian dan
Kebudayaan

Belanja lasa Tenaga Adm inistrasi

73.250.000

176.400.000

73.250.000 100.00

100,00

0.00

176.400.000

s.1_02.o2_o7_0027

5.1.02.02.01.0028

Belanja lasa T€naga Operator

,[grnDllter .._
Belania ,asa Tenaga Pelayanan
Umum

274 440.000

18.000.000

265.400.000

18.000.000

95,33

100.00

234.000.000

18.000.000

5.1.02.02.01.0030 Belania rasa Tenaga Keb€rslhan 14.400.000 14.400.000 100,00 14400000

5.1.02.02.01.0031 Eelania ,asa Tenaga Keamanan 33.600.000 33.600.000 100,00

5.1.02.02.01.0033 B€lanja Jasa Tenaga Supir 15.500.000 1s.600.000 100,00 15.600.000

5.1.02.02.01.0047 Belania lasa PeDyehnggaraan
4.800.000 4.800.000 100,00 0,00

5.1.02.02.01.0059 Belania'l agihan Telepon 25.000.000 23.443.(60 93,77 23.261.650

5.1.02.02.01.0061 Belanja'l agihan Listrik 5s.000.000 33.355.557,00 60,65 24_742_097

5.1.02.02.01.0062

5.1.02.02.01.0063

Belania Langganan lurnal/Surat
r.abarlMa,alah
Belanra Kawat/Faksimili/
InternetAv Berlangganan

13.000.000 12.960.000 99,69 15.000.000

6.565.3507.200.000

5.1.O2.02.O1.0067
Belanja Pemba)aran Pajak, Bee,
dan Perizinan 5.508.000 s.003.000

5.1.O2.02.02 Belanja Iuran,aminan/AsuI.ansi 3'1,.o87 .440 47.o3 24.7lA.0(,O

5.1.02.02.02.0005 B€lanja luran ,aminan Kesehatan
bagi Non ASN

28.800.000 24.777.A73 86,03 21.A30.620

5.1.02.02.02.0006 Belanja luran laminan
Kec€lakaao Kerja bagj Non ASN

1.016.640 1.012.404 99,58 1.016.540

s.1.02.02.02.ooo 1
Eelanja luren Jaminan Nematian
Egi Non ASN

1.270.800 1.265.s05 99,58

5.1.02.02.03 Belania sewa'lanah 1.650.000 1.500.000 90,91 0,00

5.1.02.02.03.0001
Eelanja Sewa Tanah Bangunan
PeNmahan/cedung Tempat
1!lcsel

1.650.000 1.500.000 90,91 0,00

5.7.02.02.04 B€lanja Sewa Peralatan dan
Mesin 4.0.000.000 40.000.000 0,00
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Belanja Sewa Kendaraan
40.000.000 40.000.000 100,00 0,005.1.02.02.04.0036

Bermotor Penum

5.1.02.02.05
Belanra Sewa Cedung dan
Bangunan

46.500.000 4s.000.000 96,7? 35.000.000

5.1.02.02.05.0001
Belanra Sewa Bangunan C,edung

Kantor
37.500.000 37.500.000 100,00 35.000.000

83,33 0,005.1.02.02.05.0009
Belan a Sewa BanSunan kung
Tempat Pertemuan

9.000.000 7.500.000

5.1.02.03 239.317.252 99,31 177.0s+.926Eelania Pemeliharaan 240.969.800

51020302 Belanra Pemelihar"aen Peralaran
dan Mesin

136.740.000 135.503.700 99,10 ]44.200.426

5.1.02.03.02.0035

B€lania Pemeliharaan Aiat
Angkutan-Alat ArEkutan Darat
B€rmotor-Kendaraan Dinas
Bermotor Perorangan

118.720.000 118.613.700 99,91 96.919.526

Belania Peheliharaan Alat
Angkutan-Alat An8kutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor
Anqkutan Barang

0 0,00 0,00 21.800_000

5.1.02.03.02.0039

Belanja Pemeliharaan Alat
Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor'l(endaraan Bermotor
tserodaTisa

1.700.000 800.000 47,06 1.700.000

5.1.02.03.02.0117 0,00 0,00 4.140.000

5.1.02.03.02.0121

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor
dan Rumah Tangga-Alat Kantor-

Belanla Pemeliharaan Alat Kantor
dan Rumah Tan8Sa-Alat Rumah
Tangqa-Alat P€ndinein

Alat Kantor Lai

4.880.000

0

4.880.000 100,00 4.880.000

5.1.02.03.02.0123

Eelanja Pemeliharaan Alat Kantor
dan Rumah l ang8a-Alat Rumah
Tangga-Alat Rumah TangBa
Lainnva fHome lJse)

0 0,00 0,00 11.460.900

5.1.02.03.02.0405
Belanra Pemellharaan Komputer-
I(omputer Unit-Personal
Computer

11.440.000 11.210.000 97,99 7.300.000

B€lania Pemeliharaan Cedun8
dan Ban{unan

104.229.800 103.813.552 99,60 28.854500

5.1.02.03.03.0001 102.836.000

Belania Pemellharaan Bangunan
Cedung-Bangunan kunS
Tempat I(erja-Bangunan Cedung
Kantor

102.479.7s2 99,60 28.854.500

s.1.02.03.03.0036
BelanJa Pemeliharaan Bangunan
Gedung-Bangunan cedung
Tempat Kerla-Tamen

1.393.800 1.393.800 100,00

s.L.02.04 B€lanja Perialanan Dinas 707.550.000 659.763.313 93,25 526.131.480

s.1.02.04.01
B€lanja Perjalanan Dinas Dalam
Neaeri

707.550.000 659.7 63.373 93,2s 526.131.480

5.1.02.04.01.0001 Belania Perialanan Dinas Biasa 594.363_313 92,56 158.815.200

5.1.02.04.01.0003
Belania Perjalanan Dlnas Dalam
Kota

0 0,00 0,00 191.762.O00

5.1.02.04.01.0004
Belania Perralanan Dinas Paket
Me€dng Dalam Kota

50.400.000 50.400.000 100,00 61.520.000

s.1.02.04.01.0005
Belania Perialanan Dinas Palet
Meedna Luar Kota

15.000.000 15.000.00 100,00 114.O34.24O

5.r.02.0s
Belanra Uang dah/aEu Jasa untuk
Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyaral€t

76.497.200 16.497_200 0,00

5.1.02.05.01
tselania Uang yang Diberikan
kepada Pihak Ketiga/Pihak
t-a in/ Masfarakal

'\6.491.200 76.491.200 100,00 0,00

5.1.02.05.01.0001
Belanja Hadiah yang Bersifat
Perlolnbaan

4.491.200 100,00 0,00

s.1.02.05.01.0002
Belanja Penghargaan atas Suatu
Prestasl

12.000.000 100,00 0,00

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 36.300.000 99A5 793.800.000

5.1.06.01
Belanja Bantuan Sosial kepada
Indlvldu

36.500.000 36.300.000 99,45 0,00
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98,009.800.00010.000.000Sos Ual vangangBel anja
lndividudi nakan5.1.05.01.01

5.1.06-01.01.0001

0,00

98,00

100.00

9 800.000

26.500.000

10.000.000

26.500.000
Belan,a tsantuan Sosi

yang Dlrencaaakan kepada

UBa So.lal an8 vaneBelania
Indi dunakanDirenca
al Baran8

lndividu
5.1.06.01.02

0,00100,0026.500.00026.500.000
Bantuan Sosial Barang
Direncanakan kepada

Belanla
yenS
lndividu

5.1.06.01.02.0001

793.800.0000,000,000B€lania Bantuan Sosial kepada

Kelo5.1.06.03

793.800.0000,00
Belania Eantuan Sosial uang yang

dircncanakan kepada KelomPok5.1.06.03.01

793.800.0000,000,000

Ma rakat

Eelanja Bantuan Sosial llang Yang
Direncanakan kepada K€lomPok5.1.06.03.01.0001

96,3 5 s.269.77 5.232s.197.284.215s.3a7.9A$3rJUMLAlT BEI.AIUA OPERASI

100,o0 s0.252.00037.734.40037.134.400B[LANIA MODAL5.2

43.734,00037.134.44037.134,400Belarra Modal Perelatan dan
Mesin5.2.02

100,00 14.424.00015.134.400 15.134.4005.2.02.05
Belania Modal Alat lbntor dan
Rumah'f

r.00.00 10.424,00015.'134.400 15.134.400Belanja Modal Alat Rumah
5.2.02.05,02

0,00 0,00 2.774.000B€lanja Modal Mebel o5.2.02.05.02.0001

1.795.000 100,00 0,005.2.02.05.02.0003 tselania Modal Alat Pemb€rsih 1.795.000

7.650.00013.339.400 13.339.400 100,00

0,00 4.000.000

tselanja Modal AIat Pendingin

Belanja Modal Meia dan (ursi
Ke bat

0 0,00

s.2.02.05.02.0004

5.2.02.0s.03

Belanja Modal Lemari dan Arsip 0 0,00 0,00 4.000.0005.2.02.05.03.0007

5.2.02.10 Belania Modal Komputer 22.000.000 22.000.000 100,00 29.310.000

5.2.02.10.01 Belania Modal Nomputer Unit 10.000.000 10 000 000 100,00 29.310.000

100,o0 29.310.0005.2.02.10.01.0002
Belanja Modal Personal

10.000_000

Belanja Modal Peralatan 12.000.000 r2.000.000 100,00 0,00

5.2_02.10.02.0003 0,00
B€lanja Modal Peralatan Personal
Co

Eelania Modal lalan, Iari nga n, dan
0

12.000.000 12.000.000

0,00

100,00

0,00

5.2.04.04 0

5.2.04.04.02

Belanja Modal ,aringan

Belanja Modal ,ari ngan Listnk 0

0,00

0,00

0,00

0,00

6.518.000

6.518.000

s.2.04.04.02.0003 0,00
tselanja Modal laringan Listrik

]UMUT]I BEI-JINJA MODAL

0

37.134.400 37.134.400

0.00

100,00

,UMLAHBELANJA 5.425.037.031 5.228.41&615 96,38 s.319.427 .232

SURPLUS/DEFISIT (s.425.037.031) (5.228.418.615,0O) 96,38 {s.319.427 .232,00)
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPUIITN

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Perangkat Daerah dan berbagai sumber data terkait

dengan capaian kinerla dari kinerja yang diperianlikan pada tahun 2023 dapat dinilai dengan

tabel 4.1 dibawah ini

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat Rendah

Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa dari 5 sasaran yang diperjanjikan

kinerjanya pada tahun 2023 oleh Kepala Daerah, terdapat 4 sasaran yang memiliki kinerja

sangat tinggi, antara lain

1. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan

2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

3. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat

4. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunlang kinerja perangkat daerah.

Dan terdapat 1 sasaran yang memiliki kinerja tinggi, yaitu:

1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

B. SARAN

Dari pelaksanaan Program/Kegiatan pada tahun 2023 permasalahan dan kendala yang

dihadapi dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara,

yaitu pada

1. Program Perlindungan dan laminan Sosial tidak mencapai target dikarenakan target

yang ditetapkan sesuai dengan Renstra dari tahun 2021 sampai dengan 2O?6 sama

Interval Realisasi Kiner.ja

1 9lo/o < 700o/o

Z 7 60/o < 90o/o

3 660/o < 7 5o/o

4 5!o/o < 650/o

< 50o/o
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sementara kouta penerima bantuan (PBI-]K, BPNT dan PKH) setiap tahunnya selalu

berubah atau fluktuatif berdasarkan data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan

Pusat Statistik [BPS), sehingga kedepannya untuk penetapan target pada

program/kegiatan ini harus fleksibel dan dapat dirubah pada saat penyusunan

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun berjalan dengan demikian

capaian indikatornya dapat terlaksana.

2. Untuk Program/Kegiatan lainnya sudah hampir seluruhnya sesuai dengan capaian

sehingga untuk kedepannya dapat ditingkatkan, minimal dipertahankan namun

semua tergantung dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diberikan untuk

Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara, karena untuk meningkatkan kinerja

tidak terlepas dari Anggaran yang diberikan/dikelola oleh Organisasi Perangkat

Daerah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahunan Tahun 2023 ini

dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan evaluasi kineria

Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pembina U Muda
NIP. 1978 4199810 1 001

Damuli Kebun, Februari 2024

tArsso
RAATUTUNBALABUHA

/
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Lampiran
1. Perianiian Kineria Tahun 2022

( Htllorr YAr{To srtoRus }

PERJANJIAN XINERJA
TAHUN 2O23

Oaaaft arrata an.ltnlitdf..i nrrl.Ftrarl gana.tiaft FrI tl...Ldl, tta'Bptt'a (lln 
'lutfit''

tai. b.rsL.tEl.tda ftdl, Ln{ y.tl. latt oda l.ne.dr lti:

llrtr : ,nota F€Riv

!.s.t-i :IE AII OltlAS SO6UL

lclrirgtrm dEcout rlrt karn
l{&n : HE {Ott AX'O srtoifrs

J6rt.r : AUrAlt t ttj}tar{laTu uraia

3.ts nri..l hArrr|3 ffi l}!Etr+ f.lIllrnF drrrb.* r* rd.
tlr* ,!hr b.rtsd *a t't uirdon t rrrt ld.!"F Fn6 $lr-uriF ..rJ.t b',!F...r
p..r.ala..t ara, daaarn i-3tta nlarEreal trl!.n lriarr, ,-rab .na.!tna$ r?..o Vart tlhrr
dXt{.tbr d-ln d&rllian aEr!i<r|..n. ktartd&i rt-r t.'aaa,t pa aaoatn t.rtat
ldr.tl. t .rai{rt iEr}ri ffialrli F .b f.rd.

,iat ltL- *.n rtartrlrtoo sr!'aGrraa F.ra dpa.t&r rada *an nrL&Jl(rrt avafuaal

t. fr..trp c.p.fri fbarts drl ,.fts l.rl tnl d.. .ti..!ll!!tfl rtod.txr taot dlr.rtrtl.i dd.m
r..||*a ,arrtartan eq!ll.'t.sl d.o rr*sa,

A.t xrrlDrl, l.nu.rl 2Or3

tlr* $art-rrar

( ,r€x

LAKP Dinas Sosiol fabuiot n Lobutr,nbolu Utara 2023 Pq. 39



Lapotnn Kinerja Dims Sosial lGbup@n Lobulnnfuu lJtaro 2A23

PER'ANJIAN XINERJA TAHUN 2023
OINAS SOSIAL XABUPATEN LABUHANSATU UTARA

Faola]ltoa ltllaitA

2

trtad''a H.rt &.n .-rl. .bn
trata.f,la paririal| tlxt,. ,aflaatat

ra.nfib*.|.r 
"<.ir!.n 

n,
hr'ffiF.r, 

^.h.t*r.{.i..$ira'. 6tr ,rir6.n rdrJ lXt
flrtFrr(l.ia Mr!&h t r.i.hr.r-lrr
Sa*l.l (l$6l rlna ?rru*.. torwELl
3.it r i..alrlta.a..

l&x

AJl.t!6n Xat6angan

3.24r.t19.11' APAD

F!rr..i.r. l.d.6Dl..a S6iJ r..t

tadr ara Ptrc F.t iGn..obt
la.ralafi rdl uit!* ,.nx.d.n

a.rlrir& rrtr! b.I{ ri ffi-tn
a&rs Bl.rrt D6.r. r*atr rrrw.r

Proirarn

I Prcar|ln Pcrrun tnt trrutrt Fdncrlntar|.n
Oaa..i xnb.rparln/rot.

2 Pro8r.lti Plrttbandaya{r Sodal
3 Protr.rn iat.Ufta$ so,dra
a proara.r Par ndqrta.l drl,arnlrpa! SorJ5 Prolrafi PcnrGgrra a.ica6.

Plhat Xaaru..

( Heroar v^raTo satoit s I

Lt Lr|ooan, ,.Gra.t 2O2:a

t**r|.rEtt..

( Jxor

Xo

ip.

Rp.
Re.
Rp.
FP,

642.52a.a88
4lt.@5.a38
535.S4a.4@
6:ra.698-588

APSO
APBO
APSD
APBO

O9airtl.l65a Lrre nn Prasa.ria
P..rr*ry tqt O. P.6aat iOt rrtr

LAKIP Di7Nis hsial ,(ab-Wtut Lafurrltfutu Utaa 2OZ3

l^.G€r 
i

,rrl .rtrr!a.!5r 
I :- 

|** 
I

zrr 
Iil

n

I

Pag. 40



l-apmn Kircrjo Dims Sosbl Kabuptzn Labulunfutu Utam 2O23
1

2. Lain-lain
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